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| TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA

| PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU
| HKPD) TERHADAP PENERIMAAN DAN TATA KELOLA
l KEUANGAN DAERAH

VU ini didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan
kesejahteraan dan menjawab tantangan tersebut melalui ketimpangan vertikal dan horisontalyang
menurun, penguatan local taxing power, peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efektif,
efisien dan akuntabel, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
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Hasil pengumpulan data melalui FGD,
wawancara dengan para pakar, serta kunjugan
ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat cdan
Kalimantan Timur menunjukkan:

Ketentuan tarif pajak dan retribusi
berdasarkan pagu tertinggi telah
menimbulkan ‘perang tarif antar daerah
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Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut perlu dilakukan:\
edukasi yang memadai kepada pemerintah dan masyarakat di daerah;
penguatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan UU HKPD;
penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi diantaranya melalui
sinergi perencanaan, penganggaran dan kebijakan serta penguatan
sistem merit dan money follow progam




